
  

Lampiran III 

Nomor 

Tanggal 

Peraturan Daerah 

: 

: 

13 

28 December 2017 

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, 
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2018 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 

Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( PPKD ) 

KODE 
REKENING 

URAIAN JUMLAH 

1 2 3 

DASAR HUKUM 

4 

PENDAPATAN  2.261.703.861.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 

PENDAPATAN ASLI DAERAH  45.653.798.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  21.186.048.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  24.467.750.000,00 

DANA PERIMBANGAN  1.533.280.729.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  36.381.885.000,00 Website DJPK Depkeu 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum  1.144.494.182.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus  352.404.662.000,00 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  682.769.334.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah  152.846.800.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  188.026.177.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  25.000.000.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Dana Insentif Daerah (DID)  35.000.000.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 Dana Desa  281.896.357.000,00 Website DJPK Depkeu 

BELANJA  546.765.019.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 

BELANJA TIDAK LANGSUNG  546.765.019.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah  68.947.218.000,00 Permendagri 14 Tahun 2016 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial  20.632.000.000,00 Permendagri 32 Tahun 2011 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  10.029.933.000,00 UU 23 Tahun 2014 

UU 23 Tahu 2014 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  441.155.868.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga  6.000.000.000,00 Permendagri 13 Tahun 2006 

SURPLUS / (DEFISIT)  1.714.938.842.000,00 

PEMBIAYAAN DAERAH 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH  182.003.944.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 

 Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 



 

 

KODE 
REKENING 

URAIAN JUMLAH 

1 2 3 

DASAR HUKUM 

4 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)  169.163.402.000,00 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan  12.840.542.000,00 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH  8.849.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  8.849.000.000,00 

PEMBIAYAAN NETTO  173.154.944.000,00 

 Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 


